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ABSTRAK


  ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk sengketa Laut China Selatan.


Sengketa Laut China Selatan sudah lama menjadi isu krusial diantara negara-negara Asia Tenggara. Wilayah yang ditenggarai punya arti strategis segi ekonomi dan militer ini menjadi permasalahan yang tidak terselesaikan sampai sekarang karena banyak negara yang mengklaim sebagai wilayahnya. Adapun negara-negara tersebut, antara lain China, Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.


Penelitian ini mengkaji bagaimana ARF berperan dalam menjembatani penyelesaian konflik Laut China Selatan 2002-2011. Berdasar Teori Neoliberalisme, Teori Resolusi Konflik dan Konsep Peran. ARF telah melakukan peranannya sebagai intitusi yang menjembatani berbagai pihak berkonflik di Laut China Selatan antara lain memberikan fasilitas pertemuan serta forum dialog antar negara yang bersengketa untuk saling menyampaikan keinginan sehingga terhindar dari adanya perang ataupun onflik yang meluas dan menemukan kesepakatan.

Kata Kunci : ARF, Laut China Selatan, DOC, China

1. Latar Belakang Konflik Laut China Selatan


Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudra Pasifik, yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3.5 juta km².
 Berdasarkan ukurannya, Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua setelah kelima samudra. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional.


Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan adalah (searah jarum jam dari utara) Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Cina (Taiwan), Filiphina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong). Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig.
 


Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke Timur Laut, yang batas Selatannya 3° Lintang Selatan antara Sumatra Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata), dan batas utaranya ialah Selat Taiwnan dari ujung utara Taiwanke pesisir Fujian di Cina daratan. Laut Cina Selatan terletak di Sebelah Selatan Republik Rakyat Cina (RRC) dan Taiwan; di sebelah barat Filiphina; di sebelah barat, Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia; di sebelah Timur Laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan di sebelah Timur Vietnam. 


Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis, dan strategis. Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik serkaligus potensi kerja sama. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat didalamnya, serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasanLaut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun.  


Diperkirakan terdapat kandungan minyak bumi di kawasan Laut China Selatan. Estimasi kandungan minyak di kawasan Laut China Selatan sebanyak 213 bbl (billion barrels). Seperti halnya minyak bumi, kandungan gas alam di kawasan Laut China Selatan juga beragam. Selain sumber daya alam Laut China Selatan, jalur pelayaran juga menjadi latar belakang kuat bagi negara-negara maju untuk menjadikan stabilitas kawasan Laut China Selatan sebagai prioritas dalam aktivitas politik luar negerinya. Sebut saja Jepang, 80% impor minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut China Selatan. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam melancarkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai angka kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka tidak berlebihan jika kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara setidaknya ada dua hal mengapa kawasan ini menjadi sengketa banyak negara.
 Pertama, wilayah kawasan Laut Cina Selatan punya potensi ekonomi terutama kandungan minyak dan strategi militer terletak di pilihan laut internasional. Kedua, negara-negara yang bersengketa sangat membutuhkan minyak untuk kelangsungan industri maupun kelangsungan ekonomi nasionalnya. 

Sengketa teritorial di Laut China Selatan (South China Sea, atau SCS) ini diawali oleh klaim China atas Kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1974 dan 1992.
 Hal ini dipicu oleh China pertama kali mengeluarkan peta mamasukkan kepulauan Spratly, Paracels dan Pratas. Pada tahun yang sama China mempertahankan keberadaan militer di kepulauan tersebut.
 Tentu saja klaim tersebut segera mendapat respon negara-negara yang perbatasannya bersinggungan di Laut China Selatan, utamanya negara anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Adapun negara-negara tersebut, antara lain Vietnam, Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia.
 

Di Laut Cina Selatan terdapat empat kepulauan, dan karang yaitu: Paracel, Spratly, Pratas, dan kepulauan Maccalesfield. Meskipun sengketa teritorial di Laut China Selatan tidak terbatas pada kedua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel, (seperti perselisihan mengenai Pulau Phu Quac di Teluk Thailand antara Kamboja dan Vietnam), namun klaim multilateral Spratly dan Paracel lebih menonjol karena intensitas konfliknya. Sejak klaim China atas kepulauan di Laut China Selatan pada tahun 1974, China menganggap Laut China Selatan sebagai wilayah kedaulatan lautnya. Pada tahun 1974 ketika China menginvasi kepulauan Paracel (yang diklaim Vietnam). Pada tahun 1979, China dan Vietnam berperang sengit di perbatasan dan angkatan laut kedua negara bentrok di tahun 1988 yang menelan korban tenggelamnya kapal Vietnam.
 Pada tahun 1992, 1995, dan 1997, bersamaan dengan Filipina, Vietnam mengganggap Kepulauan Spartly dan Paracel adalah bagian dari wilayah kedaulatannya.
 Adanya konfrontasi China-Vietnam ketika terjadi eksplorasi minyak dalam wilayah perairan International tahun 1994 . Pada tahun 1995 Taiwan menembak kapal penyuplai Vietnam. Pada tahun 1996 terjadi kontak senjata, antara China dan Filipina. Pada tahun 1998 Filipina menembak kapal nelayan Vietnam. Tahun 2000 tentara Filipina menembaki nelayan China. Tahun 2001 tentara Vietnam menembakan tembakan peringatan kepada pesawat pengintai Filipina yang mengelilingi Pulau Spartly.

Dengan arti strategis dan ekonomis yang demikian, maka kawasan ini berpotensi mengundang konflik.
 Sebuah perairan dengan potensi kandungan minyak dan gas alam yang tinggi juga peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia membuat Laut China Selatan menjadi objek perdebatan dalam konteks regional, utamanya dalam Asean Regional Forum (ARF) yang dituangkan dalam kesepakatan Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DOC).
 


ASEAN merupakan organisasi regional yang berfungsi untuk menciptakan dan menjamin kestabilan keamanan di wilayah Asia Tenggara memandang isu ini krusial. ARF sebagai forum untuk saling tukar pandangan dan informasi bagi negara-negara Asia-Pasifik mengenai masalah-masalah politik dan keamanan, baik regional maupun internasional. Sasaran yang hendak dicapai melalui ARF adalah mendorong saling percaya (confidence building measures) melalui transparansi dan mencegah kemungkinan timbulnya ketegangan maupun konflik di kawasan Asia Pasifik.
 Namun, persengketaan yang ditimbulkan dari konflik Laut China Selatan ini menimbulkan konflik bilateral (bilateral dispute) dan sengketa antarnegara (multilateral dispute) yang memungkinkan pecahnya konflik militer yang lebih luas. Hal inilah yang mendorong negara-negara ASEAN untuk memasukkan masalah Laut China Selatan kedalam agenda resmi ARF. 

  Oleh karena itu, ARF sebagai suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada pertemuan ASEAN Ministerial Meeting and Post Ministerial Conference yang ke-26, di Singapura pada tanggal 23-25 Juli 1993, diharapkan menjadi wadah dialog untuk menjembatani sengketa teritorial di Laut China Selatan. ARF berfungsi untuk menampung isu-isu politik dan keamanan yang menjadi kepedulian dan kepentingan umum. Selain itu diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam upaya menuju pembangunan kepercayaan dan diplomasi preventif di wilayah Asia-Pasifik sebagai pendekatan strategis untuk resolusi konflik.


Pertemuan ARF yang pertama diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 25 Juli 1994. Namun agenda pertama yang membahas tentang konflik Laut China Selatan di dalam ARF adalah pada pertemuan ke-9 di laksanakan di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 31 Juli 2002. Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Djauhari Oratmangun, direncanakan pula ASEAN SOM (Senior Official Meeting) akan membahas upaya percepatan implementasi DOC Laut China Selatan. Sejak hampir satu dekade terakhir pelaksanaan DOC South China Sea, yang dihasilkan dalam ASEAN SOM ke-8 di Hanoi, Vietnam, tahun 2002 lalu memang mengalami stagnasi. 

Implementasi DOC itu terkendala selama hampir satu dekade terakhir lantaran belum adanya garis pedoman bersama. Isu sengketa wilayah kedaulatan di kawasan perairan Laut China Selatan antara sejumlah negara anggota ASEAN, Taiwan, dan China masih terus menghangat. Pemerintah Beijing memang tampak bersikap lebih agresif terkait persoalan ini. Hal itu kerap memicu kemarahan negara-negara lain yang juga mengklaim sejumlah kawasan di perairan tersebut. Belakangan Pemerintah Filipina bahkan mengeluarkan pernyataan yang menyetujui kehadiran armada perang Amerika Serikat di sana. Sikap keras China kembali tampak dalam pernyataan juru bicara kementerian luar negerinya, Hong Lei,(cari sumber) yang mengulang pernyataan sebelumnya bahwa kedaulatan China atas Kepulauan Spratly dan Paracel tidak dapat dipertentangkan. Pihak China mengklaim kawasan perairan berbentuk U, yang luasnya mencapai 1,7 juta kilometer persegi. Kepulauan Spratly dan Paracel termasuk dalam kawasan yang diklaim China. Persoalan diyakini menjadi semakin bertambah buruk dengan kehadiran Angkatan Laut China di wilayah yang diklaimnya tersebut.
 Oleh karena itu, melalui ARF, negara-negara anggota menaruh harapan besar akan adanya kontribusi positif dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi sengketa teritorial di wilayah Laut China Selatan.

Namun dari beberapa kali pertemuan yang dilakukan ARF sejak tahun 2002 hingga tahun 2011 yang menghadirkan seluruh kepala negara, konflik ini tetap tidak menemukan titik temu penyelesaiannya. Dengan demikian penulis akan meneliti efisiensi peran dari ARF dalam menjembatani penyelesaian konflik Laut China Selatan. 
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3. Permasalahan antar Negara

· Cina - Filipina


Sengketa antara Filipina dan China atas klaim yang bertentangan terhadap Kepulauan Spratly meningkat pada tahun 2011, departemen dan juru bicara pemerintah Filipina mulai menyebut seluruh kawasan laut tersebut sebagai Laut Filipina Barat. Dalam layanan Administrasi Atmosferik, Geofisika, dan Astronomik Filipina (PAGASA) bersikukuh bahwa kawasan tersebut akan selalu disebut sebagai Laut Filipina.


Pulau-pulau kecil yang disengketakan di laut tersebut juga disebut dengan berbagai nama yang bertentangan, dengan klaim kedaulatan yang bertentangan atas mereka yang sudah terjadi selama ratusan tahun. Bangsa-bangsa Barat menyebut satu kumpulan pulau sebagai kepulauan Spratly. Cina menyebutnya Kepulauan Nansha.


Filipina menyebut Karang Scarborough sebagai Beting Panatag, Bajo de Masinlóc atau Karburo. Cina telah menamakannya sebagai Kepulauan Huangyan sejak tahun 1983. Pada tahun 1947, pemerintah Kuomintang dari Republik Cina menyatakan kedaulatan atas karang tersebut dan menamakannya Minzhu Jiao atau Karang Demokrasi. Nama Baratnya berasal dari kapal dagang Scarborough milik Perusahaan Hindia Timur Britania yang tenggelam tanpa ada yang selamat setelah menabrak karang tersebut pada tahun 1784. Filipina berusaha menyatakan kedaulatannya atas Karang Scarborough selama setengah abad, dengan membangun sebuah menara setinggi 27,23 kaki (8,3 meter) di sana pada tahun 1965.
 Filipina berusaha menyatakan kedaulatannya atas Karang Scarborough selama setengah abad, dengan membangun sebuah menara setinggi 27,23 kaki (8,3 meter) di sana pada tahun 1965.


Pada tahun 2012 ini, pemerintah Filipina akan melelang tiga wilayah di Laut Cina Selatan untuk eksplorasi minyak dan gas yang juga diklaim oleh Cina. Filipina sangat ingin mengurangi ketergantungan impor energi. Bagaimanapun, perairan yang diklaim oleh sejumlah negara ini, memiliki sumber energi yang besar. Blok yang akan dilelang berada di dekat Provinsi Palawan province, dekat Malampaya dan Sampaguita yang mengandung gas alam. Wilayah ini dekat dengan Reed Bank, yang juga diklaim oleh Cina. Seluruh wilayah yang ditawarkan berada di 200 mil zona ekonomi eksklusif Filipina sesuai dengan UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB). Upaya Filipina untuk mendapatkan hak kedaulatan ekslusif dan otoritas untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam di wilayah itu diluar negara lain. Tidak ada keraguan dan sengketa mengenai hak tersebut. Wilayah laut Cina Selatan yang menjadi sengketa itu mengandung minyak dan gas yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan antara sejumlah negara menajam, menyusul peningkatan aktivitas maritim Cina di wilayah itu.
 Konflik terbaru terjadi antara Filipina dengan China di Dangkalan Scarborough. Selain itu, Vietnam dengan Filipina pun sempat memanas setelah kapal dari tiap kedua negara saling memicu ketegangan.

· Cina - Vietnam


Vietnam memiliki kumpulan nama untuk wilayah kecil di Laut Cina Selatan. Perancis menyatakan klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel pada tahun 1887 dan menegaskan kembali klaim mereka pada tahun 1933. Orang Vietnam telah menyebut kepulauan tersebut dengan Hoang Sa, atau Pasir Kuning sejak abad ke-15. Di dalam bahasa Vietnam modern, nama tersebut dieja Hoàng Sa atau Cát Vàng. Nama-nama tersebut memiliki makna yang sama, yaitu Pasir Kuning atau Beting Kuning. Di bawah Kaisar Vietnam Minh Mang (1820-1841) pada abad ke-19, kepulauan Spratly disebut sebagai Beting Sepuluh Ribu Liga.


Pada abad ke-19, Cina dan Vietnam menyatakan klaim atas kepulauan Spratly dan Paracel secara bersamaan tetapi tidak menyadari bahwa masing-masing melakukan hal yang sama. Pada bulan Juli 2012, Majelis Nasional Vietnam menyetujui undang-undang yang memperluas perbatasan laut negara tersebut dengan memasukkan rangkaian kepulauan Spratly dan Paracel ke dalamnya.


Kapten Angkatan Laut Inggris James George Meads menyatakan klaimnya sendiri atas kepulauan tersebut pada tahun 1870-an dan memproklamasikan negaranya sendiri Morac-Songhrati-Meads atasnya. Menambah sedikit kelegaan terhadap perseteruan yang rumit dan tegang atas kedua kepulauan sekarang, keturunan Meads terus berusaha menyatakan klaim atas kuasa dan kepemilikan mereka atas kedua kepulauan tersebut. Klaim mereka juga mencakup potensi cadangan minyak, gas, dan mineral berharga di bawah dasar laut di sekitarnya yang mencakup radius sepanjang 200 mil.


Bahkan Jepang juga sempat terlibat dalam pemindahan klaim atas kepulauan Paracel. Jepang menjajah rangkaian pulau tersebut pada tahun 1939 dan sampai tahun 1945 menyebutnya sebagai Shinnan Shoto, atau Kepulauan Baru Selatan. Di dalam Traktat Perdamaian San Fransisco pada tahun 1951 pada akhir masa penjajahan AS, Jepang mencabut semua klaim atas Spratly, Paracel, dan pulau-pulau lain di Laut Cina Selatan. Cina kemudian mengulang kembali klaim kedaulatan sebelumnya atas pulau-pulau tersebut.


Republik Cina yang dikuasai oleh pemerintah Kuomintang untuk waktu yang singkat menjajah kepulauan Spratly dan Paracel dari tahun 1945 sampai 1949, tetapi meninggalkan sebagian besar ketika merelokasi ke Taiwan setelah kemenangan komunis pada tahun 1949 dalam Perang Sipil Cina. Republik Cina menarik sisa pasukannya dari Pulau Taiping pada tahun 1950, tetapi mengirim mereka kembali pada tahun 1965.


Sengketa atas pulau-pulau tersebut, terutama antara Cina dan Filipina dan Vietnam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan mereda karena sejarah yang panjang dan rumit mengenai klaim dan klaim balasan teritorial atas wilayah laut. Sengketa ini akan terus berlanjut dan kemungkinan akan meningkat kecuali jika bangsa-bangsa yang bersengketa ini bekerja sama secara kolaboratif dan diplomatis untuk menyelesaikan klaim tanpa paksaan, intimidasi, atau penggunaan kekuatan  contohnya menyetujui "Kode Etik" yang disponsor oleh ASEAN. Semua partai harus memperjelas dan melanjutkan klaim teritorial dan maritim mereka sesuai dengan hukum internasional, seperti yang disebutkan dalam Konvensi PBB untuk Hukum Laut (UNCLOS). Situasi yang sangat mudah berubah ini tidak akan terselesaikan kecuali jika semua pihak menjelajah setiap kesempatan diplomatis untuk mencapai sebuah penyelesaian, termasuk penggunaan arbitrasi atau hukum internasional.

· Cina - Malaysia


Di dalam klaimnya, malaysia mendasarkan kepada kedekatan geografis dan alasan-alasan keamanan, disamping hak-hak berdaulat negara atas ZEE 200 mil laut.
 Malaysia menamakan keplualuan Spratly dengan menyebut Itu Aba dan Terumbu Layang-Layang sedangkan China menyebutnya dengan nama Nansha Quadao. Dibanding dengan China, Vietnam, dan Filiphina, klaim Malaysia merupakan klaim yang lemah. Malaysia adalah pendatang baru dalam perebutan klaim di Kepulauan Spratly, karena klaim Negara itu baru muncul pada bulan Desember tahun 1979 ketika Malaysia menerbitkan sebuah peta laut yang di dalamnya memasukkan beberapa pulau dalam gugusan Spratly termasuk dalam landas kontinen Malaysia. Dalam peta yang dibuat, sangat jelas telah memasukkan beberapa pulau sebagai wilayah teritorialnya, yang nota bene juga sudah diklaim bersama oleh Taiwan, Cina, Vietnam dan Filipina. Patut diduga klaim Malaysia semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa pulau-pulau tersebut terletak di dalam landas kontinen dan zona ekonomi eksklusifnya dan juga karena terletak dekat ke daratan utamanya ( mainland) Sabah. Penerapan secara sepihak hukum laut internasional (UNCLOS 1982) yang mengatur tentang ZEE dan landas kontinen juga menjadi dasar untuk pembuatan peta laut yang baru. Sejak tahun 1983 Malaysia telah melaksanakan survei keperairan sekitar Pulau Amboyna Cay yang menandakan keseriusan Malaysia untuk mengeksplorasinya di kemudian hari.

· Malaysia - Brunei Darussalam

Masuknya Brunei Darussalam ke dalam masalah ini lebih disebabkan karena adanya klaim malaysia terhadap beberapa pulau kecil di sekitar Sratly termasuk Karang Louisa (Louisa Reef) yang letaknya berdekatan dengan wilayah Brunei,
 maka landas kontinen dan ZEE-nya akan tumpang tindih dengan Malaysia. Lama sebelum Brunei memperoleh kemerdekaannya dari Inggris, Pulau Louisa Reef yang terletak di bagian selatan Kepulauan Spratly telah ditetapkan oleh Inggris pada tahun 1954 sebagai wilayahnya teritorialnya. Klaim tersebut diteruskan oleh Brunei dewasa ini yang dalam kenyataannya ditentang keras oleh Malaysia. Dasar yang dipakai oleh Brunei adalah juga UNCLOS 1982, yaitu wilayah yang merupakan kelanjutan dari landas kontinen sampai pada kedalaman 100 fathom. Sudah ada upaya antara Brunei dan Malaysia untuk mengatasi sengketa kepemilikan atas Louisa Reef, namun karena masalahnya sangat kompleks maka tumpang tindih klaim antar kedua negara belum terselesaikan. Pada tahun 1988 Brunei malah memperluas klaimnya dengan menunjukkan peta baru yang memuat batas terluar landas kontinennya melampaui Rifleman Bank sampai sejauh 350 mil. Jadi klaim baru ini adalah merupakan interpretasi dari UNCLOS 1982 tentang landas kontinen.

5. Peran ASEAN



ASEAN sebagai suatu organisasi yang melindungi kepentingan Negara-negara anggotanya berusaha mencari cara untuk bisa menyelesaikan persengketaan yang ada di laut Cina Selatan, berbagai upaya telah dilakukan tetapi belum mencapai suatu titik penyelesaian. ASEAN Regional Forum sebagai forum untuk mendiskusikan dan menegosiasikan permasalahan-permasalahan yang ada di kawasan Asia tenggara. Pada ARF kedua di Brunei Darussalam, telah dikeluarkan 3 konsep dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan yaitu Confidence Building Measures (CBMs), Preventive Diplomacy (PD) dan Conflict Resolution (CR). Dasar dari CBM ini adalah bagaimana pihak yang terkait bisa mengurangi ketegangan diantara mereka dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan sebagai langkah yang paling berguna untuk membuka jalan terhadap perjanjian yang lebih komprehensif, sedangkan Preventive diplomacy (PD) atau diplomasi pencegahan yaitu tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan untuk mencegah konflik secara dini dan untuk menegakkan perdamaian diplomasi pencegahan sesungguhnya merupakan kumpulan aksi diplomasi, politis, militer, ekonomi, dan kemanusiaan. Sementara itu Conflict Resolution (CR) atau resolusi konflik merupakan upaya lebih jauh untuk kedua upaya yang telah dilakukan.


Langkah-langkah Confidence Building Measures dan Preventive Diplomacy  yang ditempuh oleh ARF dalam menciptakan dialog keamanan antara lain melalui kerjasama militer yang didasarkan atas dasar adanya komunikasi, transparansi, pembatasan (limitation) dan verifikasi yang diimplementasikan dalam program-program yang diajukan oleh ASEAN melalui pertemuan ASEAN Regional Forum, yang antara lain :

1. Kerjasama dalam pengawasan senjata yang dipakai dilapangan dan kerjasama dalam perjanjian non-proliferasi

2. Transparansi terhadap kekuatan militer yang dimilikinya atau yang digunakannya di wilayah Laut Cina Selatan dengan mempublikasikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan

3. Kegiatan-kegiatan bersama seperti latihan militer bersama, Kursus-kursus pelatihan dan pertukaran petugas penjagaan atau saling mengunjungi fasilitas-fasilitas militer dan observasi pelatihan-pelatihan diantara mereka

4. Early Warning of Conflict Situations atau peringatan awal dari keadaan konflik


Pada awalnya Cina, Malaysia dan negara lainnya, menolak untuk membahas permasalahan persengketaan Laut Cina Selatan secara bersama dan hanya menginginkan permasalahan tersebut diselesaikan secara bilateral diantara kedua negara yang terlibat bentrokan militer. Tetapi setelah berlangsung beberapa tahun dan adanya peningkatan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait, mulai ada kesepahaman antara Cina dengan negara-negara ASEAN. Untuk mengurangi kendala-kendala yang di hadapi dalam pengimplementasian CBMs dan PD ASEAN berhasil mendekati Cina untuk duduk bersama mendiskusikan hal-hal yang diperlukan untuk mengurangi ketegangan di wilayah persengketaan. Semula Cina tidak pernah mau membicarakan permasalahan persengketaan Laut Cina Selatan secara multilateral dan hanya ingin mencari penyelesaian persengketaan melalui jalan bilateral atau pembicaraan dua negara, tetapi dengan adanya CBM dan PD yang dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait di lapangan, pada akhirnya Cina bersedia membicarakan permasalahan tersebut secara multilateral dengan negara-negara ASEAN untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut melalui cara-cara yang damai. 


Pada November 2002 Menteri luar negeri ASEAN dan Wakil Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi menandatangani Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea pada pertemuan ASEAN di Phnom Penh yang bertujuan untuk mencegah ketegangan dalam persengketaan wilayah dan untuk mengurangi resiko dari konflik militer di Laut Cina Selatan. Kemudian pada 7 Oktober 2003 Cina menandatangani perjanjian The Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara ini adalah traktat atau perjanjian perdamaian diantara negara-negara Asia Tenggara, yang di bentuk oleh negara-negara pendiri dari ASEAN. Perjanjian ini sebagai tanda hubungan perdamaian antara Cina dengan negara-negara. 


Dua perjanjian tersebut menandakan hubungan baik antara Cina dan ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan Kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan, karena perjanjian ini dilanjutkan dengan perjanjian-perjanjian lainnya antara Cina dan ASEAN baik dalam kerjasama di bidang militer maupun pengelolaan bersama kekayaan-kekayaan alam yang ada di Laut Cina Selatan, sehingga semua pihak mendapatkan keuntungan atas eksplorasi yang dilakukan. Ini adalah keberhasilan dari program CBMs dan PD dalam mempererat persahabatan diantara pihak-pihak yang terkait dalam persengketaan tersebut. Sehingga ketegangan yang ada di wilayah Laut Cina Selatan khususnya di Kepulauan Spartly dan Paracel yang diakibatkan oleh  persengketaan yang ada bisa diredakan.


Program-program CBMs dan PD yang disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan, berusaha diimplementasikan dan diaplikasikan oleh semua pihak, walaupun pada awalnya banyak kendala, tetapi seiring dengan waktu semua pihak  berusaha melaksanakan program-programnya dengan baik sehingga ketegangan bisa diredakan dan timbul saling pengertian dan kesepahaman diantara mereka. pihak-pihak yang terkait juga mempunyai keinginan untuk menyelesaikan persengketaan secara mutilateral melalui ASEAN Regional Forum, dan menghasilkan perjanjian-perjanjian dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan khususnya kepulauan Spratly dan Paracel yang juga mempererat hubungan diantara Cina, Taiwan dan negara-negara ASEAN baik dalam kerjasama militer dari kekuatan-kekuatan militer yang ada di wilayah Laut Cina Selatan juga kerjasama dalam pengelolaan bersama kekayaan-kekayaan alam yang berada di wilayah tersebut.


Dari uraian diatas nampak bahwa ARF memiliki peran yang signifikan dalam berbagai isu keamanan yang menyimpan sejumlah konflik. Selain itu makna ARF menjadi semakin penting sebagai satu-satunya forum dialog yang paling banyak diminati oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Forum ini telah berkembang lebih dari sekadar forum untuk menumbuhkan saling percaya dan secara resmi forum ini telah membicarakan pembentukan tata regional baru di Asia Pasifik. Meski demikian, sebagai forum dialog keamanan multilateral dan pembangunan saling percaya di kawasan Asia Pasifik, diharapkan dapat membuka jalan bagi mediasi berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara ASEAN seperti pada kasus Laut Cina Selatan ini. Peran ARF dengan memberi kontribusi yang lebih luas kepada kawasan Asia Pasifik untuk membahas masalah-masalah keamanan di kawasan secara komprehensif.



7.Kesimpulan


Konflik Laut Cina Selatan telah berlangsung lama dan sudah menjadi perhatian yang serius dari organisasi ASEAN yang walaupun tujuan pertamanya hanya terfokus kedalam ekonomi, sosial dan politik bukan pada pertahanan dan keamanan, tetapi kestabilan dari wilayah Laut China Selatan akan sangat berpengaruh kepada kestabilan negara-negara anggota ASEAN. Sehingga tidak mungkin apabila ASEAN tidak akan berperan sebagai organisasi regional yang menaungi kepentingan negara-negara anggotanya terhadap persengketaan yang ada, apalagi persengketaan ini melibatkan negara Cina dan Taiwan yang mempunyai pengaruh yang besar di wilayah tersebut.


Persengketaan yang ada adalah tumpang tindihnya klaim terhadap pulau-pulau yang ada di Kepulauan Spratly dan Paracel, walaupun Laut Cina Selatan bukan hanya terdiri dari dua kepulauan tersebut, tetapi persengketaan yang ada di Kepulauan Spratly dan Paracel lebih menonjol dibandingkan bagian lain di Laut Cina Selatan. Terdapat 9 negara yang mengklaim tetapi hanya 6 negara yang mengklaim secara resmi yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, semua negara-negara ini mengklaim atasa dasar legalitas versi masing-masing meski sudah ada hukum laut internasional (UNCLOS) yang berlaku yang mengatur tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen. 

 
Kawasan Laut Cina Selatan adalah suatu kawasan yang memiliki berbagai potensi yang sangat besar, yakni berupa potensi sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam maupun kekayaan alam berupa hasil ikan yang melimpah yang terkandung di dalamnya serta potensi geografis yang dimilkinya yakni letaknya yang sangat strategis dan banyak di lalui oleh kapal-kapal milik Negara maju, sebagai jalur distribusi minyak dunia, jalur pelayaran serta komunikasi internasional. Hal ini banyak menarik perhatian Negara-negara yang masih membutuhkan energy untuk perkembangan industrialisasinya. Baik Negara-negara yang berbatasan langsung dengan Kawasan Laut Cina Selatan, maupun Negara-negara besar yang mempunyai ambisi global tersendiri bagi kepentingan pribadi masing-masing Negara.

Kawasan Laut Cina Selatan merupakan salah satu yang penting bagi negara-negara yang membutuhkan energi bagi perkembangan industrialisasinya. Karena kekayaan alam yang dimilikinya serta posisinya yang strategis, sehingga banyak negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini. Laut Cina Selatan sebagai kawasan yang memiliki banyak potensi yang terkandung di dalamnya di satu sisi menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang sangat menguntungkan bagi negara-negara yang mempunyai kepentingan tersendiri terhadap kawasan ini, akan tetapi di sisi lain karena besarnya potensi yang dimiliki oleh Laut Cina Selatan dan banyaknya negara yang menginginkan kepemilikan kawasan ini maka kawasan Laut Cina Selatan juga mengandung potensi konflik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa insiden yang sempat terjadi di perairan Laut Cina Selatan, seperti bentrokan senjata yang terjadi antara negara-negara yang berkonflik sepanjang konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. 


Keamanan kawasan Asia Timur pasca perang Dingin melahirkan ketidak pastian strategis. Kondisi yang tidak pasti ini tentu saja mempengaruhi presepsi masing-masing negara baik yang terlibat secara langsung maupun negara-negara yang berada di kawasan tersebut tapi tidak terlibat secara langsung. Tingginya dinamika interaksi di Laut Cina Selatan menunjukan besarnya kapabilitas ekonomi, politik, dan militer di kawasan ini. Konflik perbatasan dan klaim tumpang tindih yang terjadi di Kawasan Laut Cina Selatan masih kerap terjadi di antara Negara-negara yang berbatasan langsung dengan perairan yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki posisi yang sangat strategis, dan hal ini menjadi perdebatan antar beberapa negara-negara pengklaim kawasan tersebut. Beberapa upaya telah dilakukan dalam mengatasi konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan salah satunya yakni dengan cara diadakannnya perundingan-perundingan yang melibatkan beberapa negara yang berkonflik hal ini ditujukan untuk meredam konflik yang tengah terjadi di kawasan tersebut. 


Adapun hasil dari penelitin peran ARF dalam masalah Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Malaysia, Taiwan, Filiphina, dan Brunei Darussalam ini ARF telah melakukan peranannya sebagai institusi yang menjembatani berbagai pihak berkonflik di Laut Cina Selatan antara lain memberikan fasilitas pertemuan serta forum dialog antar negara yang bersengketa untuk saling menyampaikan keinginan sehingga terhindar dari adanya perang ataupun konflik yang meluas dan menemukan kesepakatan. Namun, apabila tidak ditangani dengan cepat maka dapat tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perang terbuka, yang dapat merugikan negara-negara yang berkonflik, dan juga negara-negara yang ada di sekitar Laut Cina Selatan.
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